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TI]NTANG

TIM PRA PERUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM

MAHKAMAH AGUNG RI,PUBLIK INDONESIA

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

KETUA MAH]'AMAH ACI]NG REPUBLIK INDONESIA,

Meninbang

Mengingaf

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

t.

2.

3.
4.

5.

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim seta
pengisian formasi pimpinan dan lrakim di lingkungan Peradilan Umum
dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-
langkah pembinaan;
bahwa untuk itu periu dibentuk Tim Pra Perulrusan yang berfungsi untuk
menentukan rencana kebijakan Mahkamab Agung di bidang pernbinaan
kepegawaian seluruh hakjm di lingkungan Peradilalr Umum untuk djajukan
kepada Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Murasi Hakim di lingkungan
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undanq-
Undang \omor 8 tahun lo_4 rerlang Pokok-Po(ok Kepcgar .,iar:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah A.gung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PerubahaD Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pembe*entian Pegawai Negeri Sipil;

MEMIITI]SKAN:

Membentuk Tim Pra Perumusan yang menentukan reDcana kebijakan dalam
promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Umum.

Tim Pra Perumusan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rumusan awal pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi
Hakim di liigkungan Peradilan Umurn;

2. Menbahas dan mengajukan bahan perumusan awal untuk dibicarakan dalam
forum Tim Perumus KebiiakaD Promosi dan Mutasi Hakirn dj lingkungan
Peradilan Umum.

Tim Pra Perumusan Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim terdiri dari:KETIGA

1. Waldl Ketua



1. Wakil Kotua Mahkamah Agung Rl Bidang Non
Yudisial

sebagai Ketua

2. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan sebagai Sekretaris
Umum meraDgkap Anggota

3. Ketua Muda Penbinaan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
4. Ketua Muda P€ngawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
5. Ketua Muda Pidana Kbusus Mahkamah Agung RI sebagai Anggota
6. Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS / I"lakim sebagai Anggota

Agung
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
8. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung l1l

sebagai Anggota
sebagai Anggota

KEEMPAT

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KeputusaD ini disampaikan kepada yang bersangkutan unluk diketahui dan
dilaksanakan.

Ditetapkan di Iakarta
pada targgal 2 Januar|i 2OI2

AGI]NG
INDONESIA

A. TUMPA, SH.,MII

Tcmbusan KeputusaD ini disampaikan kepada I

Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh lndonesia.




